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Pandemi Covid-19 mengingatkan 
kita bahwa bencana bisa datang 
� ba-� ba, skalanya besar dan 
waktunya  panjang. Efeknya pun 
begitu dahsyat di mana se� ap 
sendi kehidupan terdampak re-
sesi akibat wabah ini.

Bencana non-alam yang terjadi hampir 14 bu-
lan ini masih belum diketahui kapan akan bera-
khir. Vaksinasi pun belum memberikan jaminan 
bahwa kita akan terbebas dari belenggu pagebluk 
dalam waktu dekat ini.

Di tengah musibah akibat wabah tersebut, ren-
tetan bencana alam pun tak bisa dihindarkan. 
Banjir dan tanah longsor yang menerjang ber-
bagai daerah se� ap musim hujan � ba, memaksa 
ribuan orang harus mengungsi ke daerah yang 
aman.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana  
(BNPB) menyebut Indonesia memiliki ancaman 
se� daknya 13 jenis bencana yang bisa terjadi se� -
ap saat, termasuk erupsi gunung api, gempa dan 
tsunami, angin kencang dan pu� ng beliung yang 
masuk kelompok bencana alam. 

Ada juga bencana non-alam seper�  pandemi 
dan wabah penyakit serta musibah akibat masa-
lah teknologi seper�  kapal karam dan pesawat 
jatuh.

Adapun Pakar Kebencanaan dari Universitas 
Pembangunan Nasional (UPN) Yogyakarta Eko Te-
guh Paripurno menyebut ancaman bencana baru 
lebih banyak dari faktor hidrometeorologi, yakni 
bencana yang dipicu oleh ak� vitas cuaca seper�  
siklus hidrologi, curah hujan, temperatur, angin, 
dan kelembapan. 

Bencana ini berupa kekeringan, banjir, badai, 
kebakaran hutan, longsor, angin puyuh, gelom-
bang dingin, hingga gelombang panas.

Semua ancaman bencana tersebut menjadi 
harus perha� an bersama untuk  dapat mening-
katkan kewaspadaan dalam 
menghadapi risiko bahaya 

yang bisa datang se� ap saat. 
Kuncinya adalah kesiapsiagaan semua pihak 

dalam menghadapi ancaman bencana. Dalam hal 
ini, manajemen bencana harus lebih di� ngkatkan, 
mulai dari melengkapi peta daerah rawan benca-
na secara komprehensif, mendata jenis-jenis an-
caman bencana yang di � ap-� ap daerah tersebut, 
serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat 
di daerah rawan tersebut.

Pela� han menghadapi ancaman bencana pun 
harus digencarkan agar masyarakat memiliki pro-
tokol bencana yang baik. Komunikasi dan koor-
dinasi menjadi kunci agar dampak bencana bisa 
dimi� gasi dan menghindari risiko korban jiwa dan 
kerugian materiil.

Jika melihat data BNPB, pada 2020 terjadi 2.925 
peris� wa bencana yang berdampak terhadap 
hampir  6,5  juta orang. Kerugian yang bersifat 
materiil pun � dak sedikit di mana 42.762 rumah 
dilaporkan rusak, dan ratusan fasilitas pendidikan, 
kesehatan, dan peribadatan juga hancur.

Belum  lagi jika menghitung dampak sosial dan 
biaya penanganan dan pemulihan pascabencana 
juga menelan biaya yang � dak sedikit.

Lebih berat lagi, bencana sepanjang tahun lalu 
yang terjadi di tengah pandemi, membuat an-
caman terhadap berbagai wabah penyakit pun 
harus diwaspadai, termasuk risiko klaster penu-
laran virus corona.

Jika dihitung semuanya, se� ap bencana selalu 
menimbulkan dampak sistemik. Bencana sebagai 
peris� wa atau rangkaian peris� wa yang mengan-
cam dan mengganggu pola kehidupan masyara-
kat, selalu menimbulkan kerugian-kerugian besar 
berupa korban jiwa, harta, dan terganggunya ke-
hidupan sosial.

PERSOALAN EKOLOGIS
Isu-isu seputar penyebab bencana pun harus 

menjadi perha� an bersama, khususnya dalam 
strategi pembangunan nasional.

Tantangan dunia dalam menghadapi perubah-
an iklim dan pemanasan global menjadi isu uta-
ma yang memicu lebih sering terjadinya bencana 
akibat cuaca.

Untuk itu, paradigma dalam pembangunan 
pun harus tetap mengedepankan aspek ekologis 
agar se� ap pertumbuhan menjadi investasi yang 
memberi manfaat pula bagi keseimbangan ako-
sistem alam.

Masalah kehilangan lahan hutan atau defores-
tasi, pengabaian terhadap area hijau dan resapan 
air dalam tata kota, hingga dampak dari eksploita-
si sumber daya alam sebaiknya bisa dikendalikan 
dan diatur lebih ketat.

Bersamaan dengan itu, pembenahan mana-
jemen bencana pun harus terus di� ngkatkan 
dengan memerha� kan berbagai perkembangan 
kasus dalam se� ap bencana alam maupun non-
alam, termasuk bencana wabah penyakit.

Manajemen bencana yang baik selalu bersifat 
pencegahan dan memi� gasi risiko. Untuk itu, per-
lu diupayakan pemanfaatan teknologi tepat guna 
untuk membangun sistem peringatan dini dan 
op� malisasi teknologi pendeteksi potensi ter-
jadinya bencana di se� ap daerah rawan. Hal itu 
menjadi sangat pen� ng agar berbagai ancaman 
bencana bisa dikelola, dideteksi dan dikendalikan.

Jika musisi Ebiet G. Ade mengingatkan kita bah-
wa anugerah dan bencana adalah kehendak-Nya...
sebagai cambuk kecil agar kita sadar. Namun,
Ikh� ar kita untuk memi� gasi ancaman dan dam-
pak bencana harus tetap dimaksimalkan. 

Jawaban semua itu terdapat pada upaya pe-
nguatan manajemen kebencanaan, dukungan re-
gulasi dan anggaran, serta keterlibatan semua pe-
mangku kepen� ngan dan utamanya  masyarakat.

Moga dengan manajemen kebencanaan yang 
kuat dan sistem peringatan dini yang baik, semua 

ancaman bencana bisa dian� si-
pasi sehingga risiko sistemik dari 

bencana bisa dikenda-
likan. 

Tentunya kita 
semua ingin hi-

dup di bumi 
d e n g a n 
aman dan 

terhindar dari 
bencana. Untuk 

mewujudkan-
nya, kita tak 

bisa hanya ber-
tanya pada rumput 
yang bergoyang.  
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 dan Kawasan Timur Indonesia
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Spesifi kasi 

Jenis Iklan Hitam Putih Berwarna

Kemitraan, Layanan Masyarakat  65.000 80.000

Politik, Kasus Hukum, Lelang/Tender, 

Dukacita, Pernikahan, Hotel, 

Resto & Cafe, Pendidikan, 

Seminar, dan Lowongan

Iklan Occasion (Perkavling) 35.000.000 50.000.000

Umum

Display Khusus(Prospektus/
Neraca/RUPS/Peng Merger) .......................................................................28.000 .....................45.000
Display Umum .................................................................................................100.000 ..................... 110.000
Display Hal. 1 (Maks. 1080 mmk) .............................................................................— ...................220.000
Banner atas Hal. 1 (uk. 8 x 30 s/d 8 x 50 mmk) .................................................— ...................235.000
Advertorial Hal. 1 (Maks. 1080 mmk) .....................................................................— ...................240.000
Creative Ad........................................................................................................ 110.000 ....................120.000
Advertorial Hal. Dalam .................................................................................. 110.000 ....................125.000
Kolom* ................................................................................................................60.000 ..................................—
Baris** ................................................................................................................50.000 ..................................—
*) Minimum 1 kolom x 50mm .................................... , **) Minimum 3 baris

Jenis Iklan Hitam Putih Berwarna
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Sebagai negara dengan ba-
nyak gunung api dan kepu-
lauan yang terletak di antara 
pertemuan empat lempeng 
tektonik dunia atau ring of 
fi re, Indonesia kerap dilanda 
bencana alam.

Seolah-olah tak pernah usai, rentetan 
bencana selalu terjadi silih bergan�  di ber-
bagai daerah di Nusantara. Selain menim-
bulkan korban jiwa dan kerusakan sarana 
fi sik, bencana juga menelan kerugian mate-
riil yang � dak sedikit hingga melumpuhkan 
ak� vitas sosial dan ekonomi.

Data Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) menyebutkan, sepanjang 
2020 tercatat 2.952 peris� wa bencana di 
Tanah Air yang merenggut 370 korban jiwa. 

Situasi itu, perlu mendapat perha� an le-
bih dari pemerintah mengingat berbagai 
bencana banyak menimbulkan dampak 
sistemik. Pengendalian risiko bencana pun 
perlu terus dibenahi dengan dukungan re-
gulasi dan anggaran yang  memadai. 

Doni Monardo, saat menjabat Kepala 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
(BNPB) mengatakan, strategi mi� gasi me-
rupakan kunci dalam menghadapi bencana 
alam dan non-alam. Menurutnya, BNPB 
memiliki strategi pengurangan risiko benca-
na dalam kerangka disaster reduc� on.

Dia mencontohkan, ke� ka Badan Mete-
orologi, Klimatologi, dan Geofi sika (BMKG) 
merilis peringatan tentang cuaca ekstrem, 
BNPB akan menghubungi pemerintah dae-
rah agar siap siaga. 

Dari sisi kebijakan, BNPB memiliki Renca-
na Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 
2022—2044. Dokumen ini merupakan pe-
doman nasional untuk penyelenggaraan pe-
nanggulangan bencana, dan menjadi acuan 
bagi kementerian dan lembaga, TNI, Polri, 
dan pemerintah daerah. 

Tujuannya, kata Doni, untuk meningkat-
kan ketangguhan pemerintah dan masyara-
kat dalam menghadapi bencana, serta me-
ngurangi risiko bencana.

RIPB tersebut menekankan pada enam 
area fokus kebijakan. Pertama, penguatan 
peraturan perundang-undangan penang-
gulangan bencana yang efek� f dan efi sien. 
Kedua, peningkatan sinergi kementerian/
lembaga dan para pihak dalam penanggu-
langan bencana.

Ke� ga, penguatan investasi pengelolaan 
risiko bencana sesuai dengan proyeksi risiko 
dengan memerha� kan tata ruang dan pe-
nataan kawasan. Keempat, penguatan tata 
kelola penanggulangan bencana yang profe-
sional, transparan, dan akuntabel.

Kelima, penguatan kapasitas dan kapa-
bilitas penanganan kedaruratan bencana 
yang cepat dan andal. Keenam, percepatan 
pemulihan pascabencana di daerah terdam-
pak bencana untuk membangun kehidupan 
yang lebih baik.

Dalam mengan� sipasi bencana alam, ka-
tanya, BNPB juga membuat Indeks Risiko 
Bencana Indonesia (IRBI) 2020—2021. Sa-
lah satunya melalui mi� gasi vegetasi pada 
kawasan dengan kemiringan dan teriden� -
fi kasi rawan longsor. Untuk mi� gasi daerah 
longsor dengan kemiringan lereng di atas 
30 derajat, ditanam beberapa jenis pohon 
berakar kuat seper�  sukun, aren, alpukat, 
dan kopi. Sementara di lahan rawan longsor 
dengan kemiringan yang lebih curam, bisa 
ditanam akar wangi.

Untuk menghindari kerusakan akibat ke-
bakaran hutan dan lahan, bisa menanam 
pohon laban, sagu, dan aren. Adapun guna 
mereduksi dampak tsunami, bisa menanam 
pohon palaka, beringin, butun, bakau, waru, 
jabon, ketapang. "Ada banyak jenis vegetasi 
yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi 
dampak dari bencana," katanya.

Doni menegaskan, mi� gasi berbasis eko-
sistem harus menjadi strategi utama dalam 
menghadapi ancaman bencana, mengingat 
Bank Dunia menyebutkan bahwa Indonesia 
masuk salah satu dari 35 negara dengan an-
caman bencana ter� nggi.

BNPB memperkuat kapasitas masyarakat 
dalam merespons bencana dengan mela-
� h kesiapsiagaan di � ngkat desa/kelurahan 
sampai dengan keluarga. Diberikan juga 
dukungan ke beberapa daerah untuk pe-
masangan peralatan peringatan dini, seper�  
tanah longsor dan tsunami.

“Kami tetap memberikan pela� han un-
tuk penguatan kapasitas sumber daya di 
daerah, serta gerakan literasi dan sosialisa-
si kebencanaan, seper�  ekspedisi des� nasi 
tsunami, sosialisasi lewat dongeng, drama 
radio dan sebagainya,” katanya.

Dia menambahkan, indeks risiko bencana 
yang diukur serta dilaporkan dari daerah 
menjadi indikator keberhasilan penurunan 
risiko bencana berbasis kewilayahan baik 
kabupaten/kota maupun provinsi. Indeks 
ini disampaikan dan dikoordinasikan de-
ngan kementerian/lembaga terutama ber-
sama Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional. “Sejalan dengan arahan Presiden, 
para kepala daerah juga diminta untuk me-
merha� kan aspek lingkungan (ekosistem) 
dalam merancang program pembangunan 
infrastruktur, termasuk dalam memberikan 
izin pembangunan.” 

PERAN MULTISEKTOR
Pada dasarnya, mi� gasi, kesiapsiagaan, 

dan peringatan dini harus dilakukan seca-
ra mul� sektor. Tidak hanya BNPB, tetapi 
berbagai kementerian dan lembaga ter-
kait. “Misalnya kehutanan dan pertanian 
itu sangat pen� ng, sebab di 
lapangan banyak hutan 
dirambah dan dita-

nami jagung. Saya menyaksikan sendiri di 
NTB, NTT, dan daerah lain. Inilah awal peta-
ka banjir dan longsor itu datang.”

Unsur lain yang terlibat adalah pengusa-
ha, pakar dan akademisi, masyarakat, dan 
media. “In� nya, perlu kesadaran kolek� f se-
mua pihak. Ini menyangkut perubahan peri-
laku, dan pola pikir agar semua pihak sadar 
bencana, dan sadar pencegahannya.” 

Berbicara anggaran, katanya, program mi-
� gasi hanya kurang dari Rp100 miliar. Angka 
ini jauh dari ideal mengingat ada 13 jenis 
ancaman bencana di Tanah Air. 

Sementara itu, Pengamat Tata Kota Yayat 
Supriatna mengatakan regulasi mengenai 
tata ruang idealnya selalu mengedepan-
kan konsep berbasis mi� gasi bencana. Jadi, 
para perencana tata kota atau pemerintah 
daerah harus mengetahui potensi bencana 
yang kemungkinan terjadi.

“Maka ditetapkan zonasi bencana. Dipe-
takan jenis-jenis bencana apa yang sering 
terjadi di daerah tersebut, seper�  longsor, 
banjir, gempa bumi, angin pu� ng beliung, 
dan sebagainya,” katanya.

Namun, dia melihat � dak banyak kota di 
Indonesia yang sigap terhadap bencana, 
bahkan cenderung gagap, lantaran masya-
rakat � dak disiplin dengan aturan, rendah-
nya pemahaman tentang kebencanaan, 
serta butuh biaya untuk pela� han darurat 
kebencanaan.

Dia menambahkan, peran masyarakat sa-
ngat menentukan dalam mewujudkan kota 
yang sigap bencana. Sebagus apapun pera-
turan dan program pemerintah dalam mi� -
gasi, � dak akan berhasil tanpa keterlibatan 
masyarakat. Jadi, pemerintah harus sering 
menyosialisasikan peraturan tata ruang dan 
kebencanaan, karena masih terdapat kasus 
di lapangan seper�  � dak diperha� kannya 
area resapan air hujan. 

Epidemiolog Griffi  th University Dicky Bu-
diman menambahkan pandemi sebagai 
bencana non-alam sebenarnya telah me-
miliki panduan mi� gasi secara global. Pada 
2005, kesiapsiagaan pandemi fl u mulai disu-
sun secara global.

Menurutnya, panduan tersebut bisa men-
jadi rujukan rencana mi� gasi untuk se� ap 
ancaman wabah, karena prinsipnya hampir 
semua pandemi memiliki pola penanganan 
yang sama, yakni tes� ng, tracing, isolasi, 
karan� na, pengetatan, pembatasan, vaksi-
nasi, dan sebagainya.

Dia mengapresiasi langkah Kementerian 
Kesehatan yang telah me-review dokumen 
rencana mi� gasi ancaman wabah tersebut. 
Namun, dokumen itu bersifat hidup karena 
dinamika penyakit dan situasi global beru-
bah cepat dan harus selalu diperbarui.

Pandemi sebagai bencana kesehatan ha-
rus masuk dalam rencana mi� gasi bencana. 
Tetapi, dia melihat bahwa Indonesia belum 
memiliki aturan yang menjelaskan siapa 
melakukan apa dengan tugas dan fungsi 
yang jelas. Dalam hal ini, Kementerian Kese-
hatan sebagai leading sektor harus ditegas-
kan perannya.

“Sudah setahun kita belum berhasil me-
ngendalikan pandemi virus Corona karena 
ke� dakjelasan leading sector ini. Akhirnya 
malah dibentuk satgas atau komite. Pada-
hal, hampir seluruh dunia telah menem-

patkan Kementerian 
Kesehatan sebagai 

leading sector 
dalam mengatasi 
pandemi.” 
Dia  mendorong 

Indonesia perlu me-
miliki rencana strategi 

nasional guna mengha-
dapi ancaman pande-

mi yang lebih besar, 
termasuk pandemi 
pada hewan yang 
terkadang harus di-

tangani oleh kemen-
terian pertanian.
“Jika � dak, kita akan 
kewalahan lagi. Banyak 
lembaga ad hoc yang 
akan bubar. Tidak ada 
pembelajaran dan pe-

nguatan sistem, dan itu  
bahaya karena menem-

patkan kita dari nol lagi.”  
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Indonesia merupakan negara 
kepulauan yang menghadapi 
ancaman bencana alam cukup tinggi. 
Strategi mitigasi yang menyeluruh 
menjadi kunci utama dalam 
membangun ketahanan masyarakat 
yang tinggal di daerah bencana.

YUDI SUPRIYANTO
yudi.supriyanto@bisnis.com

Membangun Ketahanan
Hadapi Bencana

Jenis Ancaman Bencana
• Gempa bumi dan tsunami.
• Letusan gunung api.
• Banjir dan pergerakan tanah dan longsor.
• Kekeringan, kebakaran lahan dan hutan.

• Epidemi dan wabah penyakit.
• Kegagalan teknologi.

di Indonesia
2015 : 1.681
2016 : 2.384
2017 : 2.271
2018 : 2.572
2019 : 3.814
2020 : 2.925
2021 : 763 (per 9 Maret)

Strategi Peningkatan Ketahanan Bencana

perubahan iklim.

Integrasi kerja sama antar daerah terkait kebijakan dan penataan ruang

melalui penguatan sistem peringatan dini INATEWS (Indonesia Tsunami Early

terutama di level keluarga, komunitas maupun desa.

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2021.
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Membenahi Tata Kelola 

Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana
Peningkatan sistem dan strategi penanggulangan bencana yang andal,

Peningkatan kesiapsiagaan pemerintah/pemerintah daerah, lembaga usaha, 

Peningkatan layanan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi 
pascabencana guna mendukung pencapaian kehidupan dan penghidupan 

Penguatan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang 

Bencana alam
Gempa bumi : 16
Erupsi gunung api : 7
Kebakaran hutan & lahan : 326
Kekeringan : 29
Banjir : 1.080
Tanah longsor : 577

Gelombang pasang & abrasi : 36
 
Bencana Non-alam
Epidemi Covid-19 : 1

Dampak Kerusakan 
Bencana 2020

Rumah : 42.762
Fasilitas pendidikan : 672
Fasilitas peribadatan : 727
Fasilitas kesehatan : 143
Perkantoran : 134
Jembatan : 442

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2021.

Penduduk 
Terdampak 

Bencana Kejadian Bencana 2020

Tantangan dunia dalam 
menghadapi ancaman 
bencana makin berat. 
Manajemen bencana pun 
terus dibenahi agar bisa 
mencegah dampak buruk 
yang di� mbulkannya.

Pakar Kebencanaan dari Universitas Pem-
bangunan Nasional (UPN) Yogyakarta Eko 
Teguh Paripurno menilai, dunia tengah 
menghadapi ancaman bencana baru yakni 
hidrometeorologi. 

Ancaman bencana yang dipicu ak� vitas 
cuaca seper�  siklus hidrologi, curah hujan, 
temperatur, angin dan kelembapan ini, 
muncul berupa bencana kekeringan, banjir, 
badai, kebakaran hutan, longsor, angin pu-
yuh, gelombang dingin, hingga gelombang 
panas.

Menurutnya, bencana yang dipengaruhi 
iklim ini rela� f baru sehingga penanganan-
nya belum baik. Hal ini, berbeda dengan 
potensi bencana geologi sepe�  letusan gu-
nung api. 

Bencana yang dipengaruhi perubahan 
iklim ini muncul dalam 20 tahun terakhir. 
Hal Ini � dak lepas dari kebutuhan manusia 
dalam mengeksploitasi sumber daya alam 
hingga mendorong kondisi bumi yang kian 
rentan. Belum lagi, buruknya perencanaan 
pembangunan yang mengabaikan kajian 
lingkungan. 

"Mendorong investasi itu bagus, tetapi 
harus ada prinsip keha� -ha� an jangan sam-
pai investasi menguntungkan satu sektor, 
tapi sektor lain dirugikan," tegasnya.

Dia mencontohkan, pembangunan la-
dang di suatu wilayah yang kurang cermat, 
sehingga meningkatkan intensitas aliran air 

ke permukaan dan terjadi banjir. Dampak-
nya  cukup merusak, bukan hanya wilayah 
tersebut, tetapi juga pemukiman dan infra-
struktur di daerah lain.

Seper�  banjir bandang yang terjadi di 
wilayah NTT awal April 2021, menurutnya 
hujan bukan penyebab, melainkan pemicu. 
Penyebabnya adalah pengawasan dan pe-
melliharaan kualitas lingkungan yang buruk.

“Kita � dak boleh berpikir banjir hanya 
bencana biasa saja. Tapi harus ditangani 
bagaimana kualitas lingkungan kita, daerah 
aliran sungai, area resapan dan semua as-
pek ekologis lainnya yang memicu banjir.” 

Dia menambahkan, banjir menjadi cer-
minan bahwa perencanaan pembangunan 
belum baik. Upaya merespons bencana se-
per�  pencegahan, mi� gasi, dan kesiapsiaga-
an juga belum op� mal. 

Di sisi lain, Eko berpesan agar semua pi-
hak harus berupaya melakukan mi� gasi 
bencana. Tidak hanya menyalahkan peme-
rintah dan menyerahkan sepenuhnya ke 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
dalam penanganannya.

Sementara itu, Manager Kampanye Pang-
an, Air, dan Ekosistem Esensial Wahana 
Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Wahyu 
Perdana menyoro�  bahwa bencana bukan 
sekadar faktor alam seper�  cuaca ekstrem. 
Lepas dari itu, menurutnya ada faktor ling-
kungan dan perubahan iklim yang perlu di-
perha� kan.

Banyak kawasan hutan di Indonesia yang 
mengalami alih fungsi lahan. Belum lagi ke-
wajiban untuk mempertahankan minimal 
30% kawasan hutan sesuai Undang-Undang 
(UU) Kehutanan yang malah dianulir lewat 
UU Omnibus Law Cipta Kerja. 

Lalu, lanjutnya, kawasan gambut yang 
berfungsi untuk mengatur iklim juga diba-
bat besar-besaran dan memicu kebakaran 
hutan dan lahan. Ditambah lagi pulau-pulau 
kecil yang seharusnya bebas dari kegiatan 
apapun, kini dimanfaatkan sebagai lahan 
tambang hingga perkebunan.  "Ke� ka ling-
kungan yang berpengaruh dominan ter-
hadap perubahan iklim itu rusak, bencana 
yang � mbul bukan hanya di lokasi itu, tapi 
juga di seluruh Indonesia," ujarnya.

Dalam menangani perubahan iklim, Wah-
yu berpendapat bahwa � dak bisa mengan-
dalkan tanggap bencana saja. Tetapi, proses 
mi� gasi harus dikedepankan. Sayangnya, 
proses tersebut justru banyak yang dianulir 
oleh kebijakan pemerintah sendiri.

Contohnya, kata dia, Badan Restorasi 
Gambut (BRG) kewenangan supervisinya 
dipangkas saat berubah menjadi Badan Res-

torasi Gambut dan Mangrove (BRGM) akhir 
tahun lalu. Padahal dalam catatan Walhi, ke-
bakaran hutan dan lahan paling banyak ter-
jadi di lahan konsesi. Dibandingkan dengan 
luas daratan, luas lahan konsesi mencapai 
60%. 

Di sisi lain, Walhi menyoro�  skema pem-
bangunan yang mengabaikan analisis dam-
pak lingkungan hidup (AMDAL). 

Padahal analisis ini menjadi kunci mi� gasi 
bencana yang bisa saja di� mbulkan akibat 
pembangunan proyek, termasuk yang di-
buat pemerintah. "Penanganan kita lebih ke 
sektor hilir baik tanggap bencana maupun 
tata ruang. Kasian BNPB-nya," ujar Wahyu.

Dia berharap agar dalam jangka mene-
ngah dan panjang, upaya perlindungan 
terhadap bencana harus dilakukan secara 
sistema� s dan regulasi yang mengancam 
lingkungan harus di� njau ulang. 

"Perlindungan harus diletakkan di depan 
dibandingkan mencari mo� f ekonomi jang-
ka pendek."

PENGENDALIAN DEFORESTASI
Di sisi lain, proses deforestasi atau peng-

hilangan kawasan hutan kerap memicu ben-
cana banjir hingga tanah longsor. Bukan ha-
nya itu, penggundulan hutan tersebut juga 
mempengaruhi perubahan iklim.

Menipisnya kawasan hutan menyebab-
kan suhu panas bumi meningkat. Mengapa 
bisa? Karena pepohonan di hutan menye-
rap karbon dan mengubahnya menjadi oksi-
gen. Penyerapan karbon dioksida memban-
tu mengurangi keberadaan gas rumah kaca 
penyebab suhu panas bumi naik.

Jadi, hutan dan lahan Indonesia akan sa-
ngat diandalkan � dak hanya untuk mengu-
rangi emisi dari sektor itu sendiri, tetapi juga 
untuk menyerap emisi atau polusi karbon 
dari sektor-sektor lain, yakni energi, limbah, 
proses industri dan penggunaan produk, 
dan pertanian.  

Jadi, pen� ng untuk menjaga keberadaan 
kawasan hutan. Program Offi  cer Hutan dan 
Iklim Yayasan Madani Berkelanjutan Yosi 
Amelia berpendapat berbagai kebijakan 
perlindungan hutan alam tersisa harus lebih 
diperkuat. 

Kebijakan perlindungan tersebut dila-
kukan dengan beberapa cara, a.l. dengan 
memperkuat kebijakan penghen� an pem-
berian izin baru ke hutan-hutan alam yang 
belum terlindungi, meneruskan kebijakan 
moratorium sawit, dan meninjau kembali 
berbagai program strategis dan pemulih-
an ekonomi nasional yang mengancam 
hutan. 

Manajemen bencana sebagai 
tata kelola dalam mitigasi dan 

penanganan bencana, berperan 
penting untuk mengendalikan 

risiko dari setiap ancaman 
musibah yang bisa terjadi setiap 

saat. 

DESYINTA NURAINI
redaksi@bisnis.com



Alokasi Anggaran Nilai 
Kementerian/lembaga Rp3,5 triliun
Selain kementerian/lembaga
(termasuk dana cadangan 
bencana serta cadangan 
pooling fund bencana) Rp8 triliun
Total Rp11,5 triliun

Anggaran Penanganan Bencana 
dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara 

Sumber: Kementerian Keuangan

Alokasi Anggaran Badan 
Nasional Penanggulangan 

Bencana (BNPB), 
2012-2021

Tahun Anggaran (Rp Triliun)
2021 Rp813 miliar
2020 Rp450 miliar
2019 Rp620 miliar
2018 Rp748 miliar
2017 Rp2,64 triliun
2016 Rp2,20 triliun
2015 Rp3,40 triliun
2014 Rp2,67 triliun
2013 Rp2,97 triliun
2012 Rp1,34 triliun

Sumber: BNPB, Kementerian Keuangan

Strategi PARB atau Disaster Risk Financ-
ing and Insurance (DRFI) Strategi 
merupakan salah satu upaya dari 
Pemerintah Indonesia untuk upaya 
penanganan bencana. Strategi ini 
diluncurkan oleh Wakil Presiden Republik 
Indonesia dalam rangkaian Pertemuan 
Tahunan Dana Moneter Internasional/-
Grup Bank Dunia (IMF/WBG Annual 

2018-2019
 Implementasi proyek percontohan   
 Asuransi Barang Milik Negara (BMN)
 Studi skema Pooling Fund Bencana
 Penguatan dan pengembangan   
 Instrumen Asuransi Perlindungan   
 Masyarakat
 Kerja sama pemerintah pusat dan   
 daerah
 Eksplorasi potensi skema pembiayaan  

 Edukasi dan penguatan kapasitas   
 sumber daya manusia terkait   
 pembiayaan dan asuransi risiko   
 bencana
2020-2023
 Pendirian lembaga pengelola dana   
 (pooling fund) bencana.
 Monitoring dan evaluasi implementasi  
 Asuransi BMN serta perluasan skema  
 pembiayaan untuk perlindungan BMN  
 dan barang milik daerah (BMD).
 Penerbitan instrument pinjaman siaga.

 pembiayaan risiko bencana.

 bencana.

 terkait
 Pemanfaatan skema pembiayaan risiko  

Skema Pooling Fund Bencana
Pooling Fund Bencana (PFB) adalah 
instrumen utama Strategi PARB. PFB 
adalah sebuah skema mengumpulkan, 
mengakumulasi dan menyalurkan dana 
khusus bencana oleh sebuah lembaga 
pengelola dana dalam bentuk badan 
layanan umum (BLU). Pembentukan PFB 
ditujukan untuk melindungi APBN 
terhadap tekanan akibat bencana melalui 

bencana, dengan investasi berupa 
akumulasi dana dan transfer risiko 
melalui asuransi.

Peta Jalan Strategi 
Pembiayaan dan Asuransi 
Risiko Bencana (PARB)

Sumber: Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan

Sebagai salah satu paling rawan bencana di dunia, 
Indonesia tentu saja membutuhkan anggaran un-
tuk penanggulangan dan penanganan bencana 
yang jumlahnya � dak sedikit. Keperluan anggaran 
ini � dak dapat dilepaskan dari jumlah penduduk 
yang besar. Sayangnya, jumlah anggaran yang mi-
nim seringkali menjadi batu sandungan.

Minimnya anggaran untuk penanggulangan dan penanganan 
bencana di Tanah Air diamini oleh Doni Monardo saat menjadi 
Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dia me-
nyebut anggaran ru� n lembaga yang dipimpinnya dari tahun ke 
tahun cenderung menurun.

“Kejadian bencana menunjukkan tren meningkat secara signi-
fi kan, tetapi anggaran ru� n BNPB se� ap tahun cenderung menu-
run. Rata-rata penurunannya 22,08% se� ap tahun,” katanya.

Alokasi anggaran BNPB dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) memang mengalami peningkatan dari Rp813,12 
miliar pada 2021 dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya se-
besar Rp430 miliar. Namun, angka tersebut jauh menurun diban-
dingkan dengan alokasi anggaran 2015 yang sempat mencapai 
Rp3,40 triliun.

Minimnya anggaran tentu saja meningkatkan potensi kerugi-
an yang di� mbulkan akibat bencana. Se� ap tahunnya kerugian 
yang harus ditanggung oleh Indonesia akibat bencana mencapai 
Rp22,8 triliun.

Untuk menekan angka kerugian, tentu upaya meningkatkan 
penanggulangan atau mi� gasi menjadi hal yang tak bisa ditawar-
tawar lagi. Tetapi lagi-lagi anggaran yang diberikan kepada BNPB 
untuk upaya tersebut masih jauh panggang dari api.

“Kalau bicara anggaran mi� gasi � dak besar, kurang dari Rp100 
miliar. Ini tentu masih jauh dari ideal, mengingat bencana di Indo-
nesia ada 13 ancaman dan tersebar di seluruh kabupaten/kota.”

Oleh karena itu, baik mi� gasi maupun penanganan bencana 
diperlukan kerja sama semua pihak, mulai dari kementerian/lem-
baga, pemerintah daerah, hingga swasta agar minimnya anggaran 
BNPB bisa teratasi.

Merespons pernyataan Doni, Direktur Jenderal Anggaran Ke-
menterian Keuangan Askolani menegaskan bahwa � dak ada is� -
lah negara kehabisan atau � dak memiliki anggaran untuk meng-
atasi bencana, khususnya dalam hal penanganan pascabencana. 

Khusus untuk BNPB, Askolani mengungkapkan pemerintah se-
benarnya sudah menyiapkan anggaran khusus hingga Rp5 triliun 
se� ap tahunnya yang bisa dicairkan kapanpun saat dibutuhkan. 
Penggunaan dana tersebut tentunya bergantung pada frekuensi 
hingga skala bencana yang dialami masyarakat.

“Tidak ada kata � dak ada untuk penanganan bencana. Ada Rp 
4-5 triliun untuk pendanaan cadangan ini. Kadang � dak habis se-
muanya, bisa habis semuanya, atau malah kurang seper�  saat ter-
jadi bencana yang masif di NTB [Nusa Tenggara Barat] dan Sulteng 
[Sulawesi Tengah]. APBN sanggup mendanai itu.”

Tidak hanya penanganan pascabencana, Askolani menegaskan 
komitmen pemerintah dalam hal 
mi� gasi bencana. Dana sebe-
sar Rp5 triliun yang dialoka-
sikan dari APBN itu juga 
digunakan untuk keper-
luan mi� gasi, khusus-
nya pemetaan daerah 
rawan bencana.

Kemudian, agar pe-
merintah tak lagi meng-
gunakan alokasi dana 
lainnya hingga berutang un-
tuk mengatasi bencana, sudah 
disiapkan skema pendanaan Po-
oling Fund Bencana (PFB).  Melalui 
skema ini, pemerintah 
pusat dapat me-
ngumpulkan dana 
untuk kemudian di-

kelola dan digunakan untuk mi� gasi dan penanganan bencana di 
kemudian hari.

Sementara itu, Depu�  Bidang Pengembangan Regional Badan 
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rudi Soeprihadi 
Prawiradinata menegaskan pihaknya telah mengubah paradigma 
mi� gasi bencana dalam perencanaan pembangunan nasional.

“Mi� gasi bencana ini pen� ng, perencanaan pembangunan 
harus mengarusutamakan penanggulangan bencana. terjadinya 
bencana ini akan berpengaruh pada target. Contoh, bencana di 
Sulteng dampaknya pertumbuhan ekonomi turun 3%,” katanya.

Adapun, pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan adalah 
menyamakan persepsi kementerian/lembaga terkait hingga peme-
rintah daerah bahwa mi� gasi bencana harus diprioritaskan. Tentu-
nya, hal tersebut mengacu pada Perpres No. 87/2020 tentang Ren-
cana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044.

PERUBAHAN IKLIM
Terkait dengan upaya mi� gasi bencana, Kemenkeu dengan du-

kungan dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(United Na� ons Development Programme/UNDP) melakukan 
penandaan anggaran mi� gasi dan adaptasi perubahan iklim agar 
pengelolaan anggaran bisa lebih terukur.

Penandaan anggaran tersebut melibatkan 18 kementerian/
lembaga dengan komposisi anggaran terdiri dari 74% mi� gasi dan 
26% adaptasi.  Adapun, total belanja pemerintah untuk mi� gasi 
perubahan iklim sejak 2016 tercatat mencapai Rp256,7 triliun un-
tuk mi� gasi dan Rp75,9 untuk adaptasi.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, perubahan iklim akan 
menyebabkan fenomena kenaikan permukaan air laut hingga per-
ubahan musim yang makin sulit ditebak. Tentunya fenomena ter-
sebut meningkatkan potensi terjadinya bencana.

“Frekuensi bencana seper�  hidrometereologi akan menyebab-
kan potensi bencana seper�  banjir dan tanah longsor. Indonesia 
harus mampu melihat ancaman perubahan iklim dan dampaknya 
ke masyarakat melalui program mi� gasi dan adaptasi”.

Sri Mulyani menambahkan penandaan anggaran diperlukan 
untuk evaluasi dan pengembangan kebijakan terkait perubahan 
iklim, alih-alih sebagai bentuk keterbukaan saja.

Perlu diketahui, Indonesia telah menyusun strategi implemen-
tasi target pengendalian perubahan iklim atau Na� onally Deter-
mined Contribu� on (NDC) sejak 2016 bekerja sama dengan Pro-
gram UNDP.

Menteri juga menegaskan bahwa mi� gasi dan adaptasi peru-
bahan iklim � dak bisa sepenuhnya mengandalkan APBN. Oleh 
karena itu, dia meminta pemerintah daerah untuk turut berpar� -
sipasi dalam hal pendanaan.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR Tubagus Ace Hasan Syad-
zily, menegaskan revisi UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan 
Bencana harus segera diselesaikan agar beban APBN untuk mi� -
gasi dan penanganan bencana bisa dikurangi. Karena salah satu 
poin yang akan direvisi terkait anggaran kebencanaan dalam Ang-
garan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam revisi UU tersebut pemerintah daerah diminta untuk 
mengalokasikan anggaran paling sedikit 2% dari total APBD untuk 
mi� gasi dan penanganan bencana. "Kami sering menemukan ka-
sus daerah rawan bencana anggaran daerahnya kecil sekali atau 
bahkan � dak ada hanya untuk mendanai operasional BPBD [Ba-
dan Penanggulangan Bencana Daerah]".

Alokasi minimal anggaran kebencanaan itu, imbuh Ace, juga 
berlaku untuk APBN. Adapun, revisi UU Penang-
gulangan bencana diharapkan bisa ram-
pung tahun ini mengingat beleid itu 
sudah masuk dalam Program Legis-
lasi Nasional (Prolegnas) 2021.

Revisi UU Penanggulangan 
Bencana akan memperkuat 
peran BNPB, misalnya, mem-
bentuk satuan kerja khusus 
penanganan bencana.  
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Mencukupi Kebutuhan
Dana Kebencanaan
Indonesia yang terletak 
di daerah beriklim 
tropis yang punya dua 
musim serta daerah 
pertemuan tiga lempeng 
tektonik besar memiliki 
ancaman bencana 
hidrometeorologi, 
gempa bumi hingga 
erupsi gunung berapi. 
Butuh dana besar untuk 
mengantisipasi dan 
mengatasinya.

REZHA HADYAN
redaksi@bisnis.com
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Persebaran
& Frekuensi

Kejadian
Bencana Alam 

Berdasarkan
Provinsi

[1 Januari –
2 April 2021]

16

81

1

435

205

249

13
Gempa Bumi

Kebakaran Hutan
& Lahan [Karhutla]

Kekeringan
Lahan

Banjir

Tanah Longsor

Pu ng Beliung

Gelombang
Pasang & Abrasi

Jumlah Kejadian
Bencana Alam 2021*

Ket: *Dimutakhirkan per 2 April

pasi berbagai kemungkinan bencana alam.

Fasilitas Rusak

187
Fasilitas

Kesehatan

864
Fasilitas

Pendidikan 292
Kantor

292
Jembatan

664
Fasilitas Ibadah

727.281
Terendam

5.118
Berat

6.132
Sedang

44.084
Ringan

Kerusakan Rumah

Dampak Kerusakan B
[1 Januari – 2 Ap

 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
To

Sum

Terjadi di Selat Sunda pada 1883, erupsi Gunung Krakatau 
merupakan salah satu bencana alam terbesar di Indonesia 
dan di dunia. Saat itu, dampaknya bisa dirasakan di hampir 
separuh wilayah dunia. Ledakannya yang setara dengan lebih 
dari 21.000 bom atom Hiroshima dan Nagasaki terdengar 
hingga wilayah Afrika dan Norwegia.

gelombang tsunami sebesar 40 meter, tersebarnya material 
dan abu vulkanik hingga wilayah Asia Selatan dan Selandia 
Baru. Hancurnya Gunung Krakatau juga menyebabkan 
perubahan suhu rata-rata musim panas bumi yang menurun, 

berwarna biru dan kegelapan selama bertahun-tahun.

Gempa Bumi dan Tsunami Samudra H
Gempa bumi dan tsunami yang terjadi di wilayah Samudra
pada 26 Desember 2004 ini berpusat di sekitar 160 kilome
sebelah barat dari kota Lhoknga, Provinsi Aceh. Dengan ke
magnitudo 9,1, gempa dan tsunami ini telah menyebabkan
yang besar di 14 negara termasuk Malaysia, Thailand, Sing
Burma, dan sejumlah negara di benua Afrika.

Bencana yang juga dikenal sebagai gempa bumi dan tsuna

hingga 280.000 korban jiwa, 170.000 di antaranya dari Pro

gal atau hilang, 3.000 kilometer jalan hancur, dan 120 jemb
rusak.

Bencana Besar
Nasional

Keba
• 
• Ace
• 
 
Banj
• 
• 
•

Da

Sumber: 
Penangg
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Sumber: Geoportal Kebencanaan Indonesia 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
[BNPB], diakses 2 April, pukul 15.18 WIB.

12.448
Luka-luka

13
Hilang

4.309.369
Menderita & Mengungsi

278
Meninggal Dunia

Jumlah Korban Penduduk
akibat Bencana Alam

Bencana Alam
pril 2021]

Kebutuhan Penganggaran [Rp Miliar]

   dan Rekonstruksi
2020 429,81 7.000 1.000 8.429,81
2021 604,80         6.000 1.000 7.604,80
2022 702,15         6.000 1.000 7.702,15
2023 816,79         6.000 1.000 7.816,79
2024 951,99         6.000 1.000 7.951,99

otal  3.505,55 31.000 5.000 39.505,55

mber: Rencana Strategis 2020—2024 Badan Nasional Penanggulangan Bencana, diakses dari bpbd.sukabumikota.go.id.

Erupsi Gunung Merapi di Jawa Tengah merupakan salah 
satu bencana besar yang terjadi di Indonesia dan disebut 
para ahli sebagai erupsi terbesar sejak 1870-an. Terjadi 
mulai dari 26 Oktober 2010 hingga 3 Desember 2010, 
erupsi ini terjadi hampir bersamaan dengan gempa dan 
tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat.

orang tewas dan lebih dari 2.200 rumah mengalami 

lava pijar, awan panas, dan abu vulkanik. Selain itu, 
letusan ini juga mengakibatkan gangguan pada pener-

Dengan magnitudo gempa sebesar 7,4, gempa bumi di beberapa 
kota di Sulawesi Tengah ini memiliki kedalaman 10 kilometer di 

-
bang maksimal 3 meter. Kombinasi dua penyebab ini kemudian 
ditambah dengan adanya likuifaksi gempa dan tanah longsor yang 
memperparah dampak pascabencana.

dunia, 4.612 orang mengalami luka-luka, dan ratusan orang dinya-
takan hilang. Sementara itu, lebih dari 68.400 rumah, 327 tempat 
ibadah, 265 fasilitas pendidikan, 78 gedung perkantoran, dan 362 

Gempa Bumi Sumatra Barat
Gempa bumi dengan magnitudo 7,6 di 
Sumatra Barat ini terjadi di wilayah Padang 
dan Pariaman yang merupakan dua wilayah 

disebut sebagai Ring of Fire.

-
gal, 1.214 orang mengalami luka serius, 
1.688 orang luka ringan, dan 1 orang hilang. 
Kemudian kerusakan pada sekitar 140.000 
rumah dan 4.000 bangunan juga menjadi 
dampak dari bencana alam ini.

Hindia
a Hindia 
eter 
kuatan 
n dampak 

gapura, 

mi 

ovinsi 
-

batan 

akaran Hutan Dan Lahan
30 kabupaten/kota, 389 kejadian

eh: 20 kabupaten/kota, 195 kejadian
 24 kabupaten/kota, 153 kejadian

jir
26 kabupaten/kota, 359 kejadian

 32 kabupaten/kota, 345 kejadian
 35 kabupaten/kota, 301 kejadian

Gempa
•  13 kabupaten/kota, 27 kejadian
• Bali: 9 kabupaten/kota, 26 kejadian
• Nusa Tenggara Barat: 8 kabupaten/kota, 21 
kejadian
 
Tanah Longsor
• 26 kabupaten/kota, 609 kejadian
•  29 kabupaten/kota, 623 kejadian
•  24 kabupaten/kota, 218 kejadian
 

•  32 kabupaten/kota, 850 kejadian
•  26 kabupaten/kota, 626 kejadian
•  35 kabupaten/kota, 527 kejadian

erah Dilanda Bencana

Geoportal Kebencanaan Indonesia Badan Nasional 
gulangan Bencana [BNPB]

Penguatan 
sistem, regulasi, 
strategi, dan tata 
kelola penanggu
langan bencana.

Penguatan 
data, informa
si, dan literasi 
kebencanaan.

kebijakan dan 
penataan 
ruang berbasis 
pengurangan 
risiko bencana.

Penguatan 

bencana 
terpadu.

Peningkatan 
sarana dan 
prasarana 
kebencanaan.

Pelaksanaan 
rehabilitasi dan 
rekonstruksi di 
daerah 
terdampak 
bencana.

Penguatan 
penanganan 
darurat 
bencana.

Pakaian
Sekiranya cukup untuk 3 hari, 
ditambah juga jaket, selimut, jas 
hujan, perlengkapan bayi, dll.

Makanan & Air Mineral
Makanan yang tahan lama 

makanan kaleng. Siapkan juga air 

Kotak P3K
Terdiri dari obat-obatan pribadi 

obat luka, plester, perban, dll.

Senter/Penerangan

terjadi pemadaman listrik pasca 
bencana

Alat Mandi

pengungsian, alat mandi akan 
sangat dibutuhkan

Ponsel
Sangat dibutuhkan untuk 
memanggil bantuan dan keluarga 
saat terjadi/pasca bencana

Uang
Sediakan pula uang tunai untuk 
membeli kebutuhan pokok 
setelah terjadi bencana

Peluit

digunakan untuk meminta 
pertolongan saat sinyal ponsel 
hilang

Masker
Digunakan untuk menyaring 
udara kotor atau tercemar yang 

akta kelahiran, surat berharga 
lainnya.

Tas Siaga
Bencana

Bisnis/Laurensia Felise/Husin Parapat



Gunung Api Tipe A, berjumlah 77
Gunung api yang memiliki catatan sejarah 
letusan sejak tahun 1600
Gunung Api Tipe B, berjumlah 29
Gunung api yang memiliki catatan sejarah 
letusan sebelum tahun 1600
Gunung Api Tipe C, berjumlah 21

sejarah letusan, tetapi masih memperlihatkan 

Jumlah Letusan Gunung 
Selama 2021
Gunung Sinabung : 89 Letusan

Gunung Merapi : 3 Letusan
Gunung Raung : 1 Letusan
Gunung Semeru : 1 Letusan

Hasil Pengamatan Kawasan Rawan Kawasan Rawan Kawasan Rawan 

terlihat peningkatan sekitar kawah 
(gunung api 
tertentu)

Kegiatan Kegiatan 
masyarakat 

Kegiatan masyarakat 

mematuhi aturan 

Terlihat peningkatan 

semakin nyata atau 
gunung api erupsi

Bahaya erupsi 

mengancam 
pemukiman lembah sungai yang 

puncak

Masyarakat mulai 

untuk mengungsi 
sambil menunggu 

setempat

bersiap untuk 
mengungsi

Mulai terlihat 

kawah

Kegiatan 
masyarakat 

Kegiatan 

namun meningkat-
sekitar kawah

Terus mengalami 

yang semakin nyata 
atau gunung api 
erupsi

Erupsi bisa meluas 

pemukiman 

Masyarakat segera 
mengungsi 

setempat

Masyarakat 
segera mengungsi 

setempat
mengungsi

Sumber: magma.esdm.go.id, data per 5 April 2021Sumber: Permen ESDM No 15/2011
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Secara geografi s, Indonesia 
berada d lingkaran api Pasifi k 
dan merupakan pertemuan 
� ga lempeng tektonik dunia 
seper�  Lempeng Indo-Aus-
tralia, Lempeng Eurasia dan 
Lempeng Pasifi k. 

Oleh sebab itu, Indonesia merupakan ne-
gara yang rawan dengan bencana seper�  
gempa bumi, letusan gunung berapi hingga 
tsunami. Tak kurang dari 500 gunung bera-
pi yang tersebar di Indonesia, sekitar 127 di 
antaranya adalah gunung api ak� f dan tujuh 
ancala (gunung dalam bahasa Sansekerta)  
di antaranya seringkali meletus. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi 
dan Sumber Daya MIneral No. 15/2011 se-
cara mekanismenya, bahaya gunung api di-
bedakan menjadi bahaya primer (langsung) 
dan bahaya sekunder (� dak langsung).

Bahaya primer merupakan bahaya yang 
diakibatkan secara langsung oleh produk 
erupsi gunung api, yaitu aliran lava, aliran 
piroklas� k, jatuhan piroklas� k (lontaran 
batu pijar dan hujan abu), gas beracun, dan 
lahar letusan. Adapun bahaya sekunder 
merupakan bahaya yang diakibatkan secara 
� dak langsung oleh produk erupsi gunung 
api, yaitu lahar dan longsoran gunung api.

Saat ini, terdapat � ga gunung api yang 
status ak� vitasnya berada pada level siaga 
dan mengalami erupsi yaitu Gunung Api 
Sinabung di Karo, Sumatra Utara, Gunung 
Merapi di Yogyakarta, dan Gunung Lewoto-
lok di Lembata, Nusa Tenggara Timur.

Menurut data ak� vitas gunung api dari 
Pusat Vulkanologi dan Mi� gasi Bencana 
Geologi (PVMBG) hingga pekan pertama 
April 2021, Gunung Api Sinabung memiliki 
potensi untuk terjadi hujan abu dan ma-
syarakat juga direkomendasikan agar tetap 
waspada terhadap bahaya lahar. 

Pada gunung Merapi, potensi bahaya saat 
ini berupa guguran lava dan awan panas 
dan lontaran material vulkanik bila terjadi 
erupsi eksplosif sehingga masyarakat diim-
bau untuk � dak melakukan apapun di dae-
rah potensi bahaya. 

Demikian pula yang 
terjadi dengan 

gunung Lewotolok, abu vulkanik hingga saat 
ini jatuh di beberapa sektor di sekeliling gu-
nung.

Ahli Vulkanologi Universitas Gadjah Mada 
(UGM) Agung Harijoko mengatakan bahwa 
dari ke� ga gunung tersebut, Gunung Sina-
bung yang belum dapat diprediksi perilaku-
nya. Pasalnya, sebelum 2010, gunung ter-
sebut � dak tercatat pada data monitoring 
ak� vitas gunung api, dan secara mengejut-
kan meletus pada 27 Agustus 2010.

“Sinabung ini lama sekali is� rahat teta-
pi kemudian pada 2010 terjadi erupsi. Kita 
ingin tahu sebenarnya dia akan se� ap bera-
pa tahun mengalami erupsi. Kalau Merapi 
itu kan kadang 5 atau 8 tahun mengalami 
erupsi,” tuturnya.

Agung mengatakan bahwa PVMBG selalu 
menjalankan tugasnya sebagai pemegang 
otoritas yaitu melaporkan, memonitoring, 
kemudian memberikan rekomendasi apa 
yang harus dilakukan oleh pemerintah dae-
rah setempat kepada masyarakat.

Misalnya, terkait gunung Merapi, PVMBG 
berkoordinasi dengan pemerintah kabupa-
ten Magelang, Sleman, Klaten, dan Boyolali 
sesuai dengan aturan yang ada. 

“Jika kemudian harus mengevakuasi war-
ga dan mendirikan shelter pengungsian, 
maka BPBD [Badan Penanggulangan Benca-
na Daerah] dengan pemerintah daerah se-
tempat yang melaksanakan sesuai dengan 
rekomendasi dan arahan dari PVMBG.”

Bagi masyarakat yang � nggal di lokasi 
sekitar ke� ga gunung api tersebut, Agung 
mengimbau agar warga selalu memonitor 
informasi baik dari PVMBG  maupun dari 
pemerintah dae-
rah setempat. 

Kasubbid Mi-
� gasi Gunung 
Api Wilayah 
Barat Pusat 
Vulkanologi 
dan Mi� gasi Ben-
cana Geologi (PVMBG) Kris-
� anto mengatakan bahwa lembaga 
itu selalu melakukan evaluasi 
� ngkat ak� vitas gunung 
api. Berdasarkan Permen 
ESDM No. 15/2011, � ngkat 
ak� vitas gunung api terbagi 
menjadi 4 yaitu level I (nor-
mal), level II (waspada), 
level III (siaga), dan level IV 
(awas).

K r i s t i a n t o 
menjelaskan 
bahwa untuk 
g u n u n g 

api dengan level normal dilakukan evaluasi 
� ap sebulan sekali, level waspada dilakukan 
sebulan dua kali, pada level siaga dilakukan 
se� ap minggu, dan se� ap hari untuk level 
gunung api yang sudah awas.

“Kegiatan gunung api tadi dengan � ngkat 
ak� vitas yang berbeda harus selalu diinfor-
masikan kepada stakeholder kita yang ada 
di wilayah sekitar gunung api tersebut,” tu-
turnya.

Melalui evaluasi tadi, status sebuah gu-
nung api bisa saja dinaikkan atau diturunkan 
atau juga tetap pada levelnya. Jika status gu-
nung sudah meningkat, misalnya dari status 
waspada ke siapa atau siaga ke awas, Kris� -
anto mengatakan bahwa lembaga itu sudah 
perlu menurunkan � m tanggap darurat.

“Jika status meningkat, kita akan makin 
sering berkoordinasi bersama pengamat, 
Pemda, dan BPBD yang ada di lokasi gunung 
api tersebut,” katanya.

INFORMASI DIGITAL 
PVMBG juga menyediakan aplikasi infor-

masi digital MAGMA Indonesia (Mul� plat-
form Applica� on for Geohazard Mi� ga� on 
and Assessment in Indonesia) yang dapat 
dimanfaatkan masyarakat untuk mengeta-
hui laporan ru� n ak� vitas gunung api per 6 
jam maupun 24 jam.

Kegiatan penyebaran informasi yang di-
tujukan kepada kelompok atau individu 
tertentu atau diseminasi itu diharapkan 
mampu menekan efek korban jiwa jika ter-
jadi bencana letusan gunung api mengingat 
masih banyak masyarakat yang bermukim 
di kawasan rawan bencana. 

Kris� anto juga mengungkapkan kendala 
dan tantangan dalam upaya mi� gasi benca-
na gunung api ada pada � ngkat pemaham-
an masyarakat yang dianggap masih belum 
sepenuhnya mematuhi arahan yang dibe-
rikan terutama ke� ka harus dilakukannya 
proses evakuasi.

“Kadang ada masyarakat yang � dak mau 
dievakuasi dan itu alasannya macam-
macam misalnya mereka ingin menjaga 
kebun mereka,” ujarnya.
Biasanya, katanya, untuk masyarakat yang 

� nggal di kawasan sekitar gunung api yang 
sering meletus sudah memiliki kesadar-
an yang cukup � nggi, sehingga mematuhi 
arahan koordinasi � m mi� gasi.

Adapun, untuk masyarakat yang � nggal 
di kawasan gunung api yang � dak memiliki 
sejarah letusan yang pernah terjadi, cende-
rung membuat � m mi� gasi berusaha ekstra 

dalam memberikan arahan tentang an-
caman bencana yang bisa saja terja-

di. Gunung api ini biasanya adalah 
� pe C yaitu gunung api yang 

� dak memiliki catatan sejarah 
letusan, tetapi masih mem-

perlihatkan jejak ak� vitas 
vulkanik, seper�  sol-

fatara atau fu-
marole.  

Indonesia yang memiliki ratusan 
gunung berapi harus selalu siap 
dengan kemungkinan terjadinya 
letusan gunung api yang sulit diprediksi. 
Menyiapkan atau melatih warga di 
sekitar wilayah bersangkutan akan 
menekan korban bila terjadi bencana.

LUKE ANDARESTA
redaksi@bisnis.com

Meredam Gejolak 
Sang Ancala
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Sejumlah teknologi 
dikembangkan oleh 
dunia akademisi 
dan instansi 
pemerintah.

NIRMALA ANINDA
nirmala.aninda@bisnis.com

Teknologi 
Antisipasi Dini

FEWEAS 

Dirilis pada 2017, aplikasi mi� gasi bencana 
banjir Flood Early Warning and Early Ac� on 
System [FEWEAS] buatan pakar ITB ini adalah 

sistem informasi peringatan dini dan � ndakan banjir 
di daerah aliran sungai [DAS] Citarum. Pilot project 
FEWEAS, dikembangkan pada 2015, untuk DAS Beng-
awan Solo di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Aplikasi ini 
menggabungkan prakiraan cuaca dan genangan de-
ngan resolusi dan akurasi � nggi.

FEWEAS mengandalkan resolusi spasial 1 km dan 
temporal 1 jam untuk 3 hari berikutnya, serta resolusi 
temporal 10 hari untuk 5 tahun ke depan. Solusi  ber-
fi tur Common Aler� ng Protocol ini secara otoma� s 
mengirim informasi via web, Android/iOS, atau SMS.

INATEWS

Sistem mi� gasi bencana gempa 
dan tsunami Indonesia Tsunami 
Early Warning System [InaTEWS] 

yang dikembangkan oleh Badan Me-
teorologi, Klimatologi, dan Geofi sika 
[BMKG] ini pertama kali diresmikan 
pada 2008 dan dapat memproses peri-
ngatan dini dalam waktu kurang dari 5 
menit setelah terjadi gempa bumi.

InaTEWS memiliki dua sistem pe-
mantauan. Yang pertama adalah sistem 
pemantauan darat yang terdiri dari ja-
ringan seismometer broadband dan 
GPS. Yang kedua sistem pemantauan 
laut [sea monitoring system] terdiri atas 
buoy, � de gauge, dan CCTV.

InaTEWS dapat mengolah informasi 

yang didapat dari sistem pemantauan 
darat dan laut ini dengan mengguna-
kan perangkat Decision Support System 
[DSS] untuk menentukan apakah ada ri-
siko tsunami setelah gempa.

Data dari sumber gempa sesungguh-
nya diproses dengan cakupan hingga 
18.000 skenario tsunami berbasis mo-
delling TsunAWI dan Easywave.

Setelah data tersebut diverifi kasi, 
maka peringatan dini tsunami pun bisa 
dikeluarkan, dimutakhirkan dan diakhiri.

BUOY MERAH PUTIH

Ina Triton Buoy dan Buoy Merah Pu� h 
adalah pelampung yang digunakan un-
tuk memantau perubahan unsur cuaca 

di atas dan bawah laut. INA Triton Buoy me-
miliki jangkauan di atas laut hingga 10 meter, 
sedangkan di bawah laut sampai 500 meter. 
Indonesia adalah negara Asean pertama yang 
memiliki pelampung pendeteksi [buoy] sejak 
diluncurkan pada 2012 silam.

Berdasarkan beberapa peneli� an, tanda 
awal perubahan iklim umumnya terlihat dari 
permukaan laut. Misalnya badai yang akan 
didahului oleh kenaikan permukaan laut yang 
menyebabkan penurunan tekanan dan massa 
udara.

Adapun Buoy Merah Pu� h, generasi ke� ga 
dari buoy BPPT, dapat mengirimkan data se-
cara real � me � ap 1 jam. Jika bencana seper�  
tsunami terjadi, maka buoy secara otoma� s 
akan mengirimkan data lebih cepat, yakni � ap 
15 de� k.  

GEOHOTSPOT BMKG

Teknologi ini memantau peringatan dini 
kebakaran hutan dan lahan yang seka-
ligus dapat memantau potensi sebaran 

kabut asap dan merupakan bagian dari Sistem 
Aplikasi Cuaca untuk Kebakaran Hutan dan La-
han [Sancakarla].

G e o h o t s p o t 
memungkinkan 
BMKG mengiden-
� fi kasi � � k panas 
secara lebih presisi 
dan real � me, sa-
lah satunya satelit 
Himawari-8 Geo-
Hotspot yang akan mengirimkan citra meng-
gunakan data suhu kecerahan kanal infrared 
untuk fi ltering awan, serta menentukan ano-
mali suhu panas yang menunjukkan potensi 
terjadi kebakaran hutan [� � k merah].

Selain itu ditampilkan juga citra RGB pada 
kanal visibel dan near infrared untuk mende-
teksi sebaran asap [warna cokelat] untuk lebih 
memas� kan di satu daerah terjadi kebakaran. 
Informasi peringatan dini yang menyajikan 
data pantauan potensi terjadinya kebakar-
an hutan dan lahan jangka panjang [skala 
waktu prediksi hing  ga 7 bulan ke de  pan], 

yang diha  sil kan 
melalui pe  man -
faatan data pra  ki-
raan iklim resolusi 
� nggi jangka pan -
jang dan data his-
toris hotspot.

MULTI PARAMETER RADAR 

Teknologi hasil kerja sama BPPT dengan Japan Agency for Marine 
Earth Science and Technology [JAMSTEC] ini dilengkapi dengan 
global posi� oning system [GPS], menggunakan mesin genset ber-

kekuatan 12KVA. 
Frekuensi radar dapat menjangkau hingga radius 500 kilometer tetapi efek� f 

hanya dalam radius 200 kilometer.
Parameternya mencakup dua hal, yaitu angin dan curah hujan yang kemudian 

diproses memperoleh empat atau lima data
Kelebihan dari radar tersebut adalah bisa dipindah-pindahkan dengan mengguna-

kan mobil untuk meneli�  curah hujan, angin, dan par� kel lain seper�  abu vulkanik, hing-
ga binatang kecil seper�  burung, sesuai dengan kebutuhan.

Sumber: http://indonesiabaik.id/

PAKET HALAL BI HALAL LOUIS KIENNE HOTEL 
PANDANARAN

2021 tahun ini, Louis Kienne Hotel  Pandanaran 
mengeluarkan paket  Halal bi Halal. Anda 

menu spesial “Ketupat Tauco”. Promo ini ber-
langsung dari 15 Mei 2021 dan akan berakhir 
pada tanggal 15 Juni 2021 di Gastro Café lan-
tai 6 Louis Kienne Hotel Pandanaran.

Pada promo kali ini, hotel menawarkan 
pilih an harga paket per orang dengan harga 
IDR 98,000. Dan promo special untuk pem-

orang.  Berikut diskon 50% mejadi Rp49,000 
untuk anak usia dari 6 – 12 tahun. Penawaran 
harga tersebut sudah termasuk pajak dan pe-
layanan. 

Selain itu, Anda dapat memanfaatkan fasil-
itas free akses ke lantai 24 sembari berceng-
kerama dan mengabadikan moment berfoto 
bersama keluarga atau rekan dengan back-
ground pemandangan Kota Semarang yang 
intagramable. Segera hubungi kemudian 
lakukan pemesanan ke hotel di nomer 024 
8645 3888 dan dapatkan promo menarik. (*)

KEMBALI MENERIMA CERTIFICATE TRAVELLER’S 
CHOICE 2021 DARI TRIP ADVISOR

JAKARTA - Memasuki di kuarter ke dua 
tahun 2021 ini, Teraskita Hotel Jakarta 
 ma naged by Dafam kembali mendapatkan 
kejutan yang luar biasa dimana hotel bin-
tang 3 plus ini mendapatkan penghargaan 
 Tra vellers’ Choice berturut-turut 
di tahun 2020 dan 2021 dari Trip 
Advisor sebagai salah satu ho-

libur an terbaik di Indonesia ta-
hun 2021. 

Ferry Febriari selaku General 
Manager  Teraskita Hotel  Jakarta 
managed by Dafam menga takan, 
“Kami mengucapkan terima 

yang telah memberikan ulasan 
-

berikan kami rasa percaya diri 
lebih lagi untuk mempertahan-
kan dan meningkatkan standar 
kualitas hotel kami kedepan 
 dengan standar protokol kes-
ehatan yang ketat, karena ke-
nyamanan dan keamanan tamu 
merupakan prioritas kami”.

Tripadvisor, Kanika Soni mem-
berikan selamat kepada seluruh 
pemenang dari Travelers’ Choice 
Awards 2021.“Kami melihat 
bahwa setahun terakhir sangat-
lah menantang untuk bisnis 
pariwisata. Yang mengesankan 
saya adalah bagaimana bisnis 

dengan implementasi prosedur kebersihan, 
membuat panduan social distancing dan 
penggunaan teknologi untuk memprioritas-
kan kenyamanan tamu,” tutup Kanika.(*)
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Indonesia boleh berbangga karena memiliki ga-
ris pantai sepanjang 95.181 km, atau terpanjang 
kedua di dunia. Kemudian, luas perairan lautnya 
mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Dengan 
kata lain 71% wilayah negara ini adalah lautan. 
Selain itu, Indonesia juga memiliki jumlah pulau 
terbanyak di dunia hingga 17.504. 

Namun, besarnya potensi alam itu rupanya berban-
ding lurus dengan ancaman di baliknya. Ada berbagai 
potensi bencana alam yang sewaktu-waktu mengampiri 
Indonesia. Mulai dari gelombang pasang, rob, hingga 
tsunami. 

Bencana tersebut sangat dekat karena sebagian ma-
syarakat hidup dekat dengan laut. Berdasarkan Sta� s� k 
Sumber Daya Laut dan Pesisir 2020 yang dirilis oleh Ba-
dan Pusat Sta� s� k, terdapat 12.852 desa yang masuk 
kategori tepi laut. Ar� nya, wilayah tersebut tak lepas 
dari ancaman bencana alam. 

Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP) Mu-
hammad Yusuf mengatakan bahwa hampir sebagian 
besar wilayah pesisi di Indonesia memiliki ancaman 
besar. 

Misalnya, wilayah bagian barat Sumatra, selatan Jawa, 
Bali dan Nusa Tenggara hingga ke Maluku yang berada 
di garis lingkar api (ring of fi re). Secara otoma� s wilayah-
wilayah itu memiliki potensi bencana tektonik termasuk 
gempa dan tsunami. 

Selain itu, wilayah utara Jawa diperkirakan sedang 
mengalami penurunan dan penyerapan air tanah 
sehingga terjadi abrasi masif di beberapa � � k. Dan 
secara umum di sebagian besar wilayah pesisir Indo-
nesia memiliki ancaman bencana alam berupa kena-
ikan permukaan air laut, erosi pantai, dan gelombang 
ekstrem.

"Kondisi geografi s Indonesia memang menjadikan 
banyak wilayah, termasuk pesisir ini menghadapi 
potensi bencana dari faktor alam yang besar. Selain 
� dak bisa dipungkiri bahwa perilaku manusia juga 
bisa berperan dalam � ngkat kerusakan yang di� m-
bulkan." 

Kepala Pusat Peneli� an Geoteknologi Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (LIPI) Eko Yulianto menegaskan 
bahwa memang Indonesia berada pada wilayah tekno-
nik ak� f yang memunculkan ancaman gempa bumi de-
ngan intensitas � nggi. 

Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimat-
ologi, dan Geofi sika (BMKG) ada sebanyak 8.264 kali 
gempa yang terjadi sepanjang tahun lalu. Rinciannya, 
sebanyak  224 kali gempa dengan kekuatan lebih dari 
5 magnitudo yang masuk kategori merusak, dan 8.020 
gempa berkekuatan kurang dari 5 magnitudo yang dini-
lai � dak memiliki kekuatan merusak. 

Fenomena gempa bumi ini biasanya menimbulkan 
ancaman lanjutan atau bencana sekunder seper�  liku-
ifaksi, tanah longsor, dan tsunami. Eko menuturkan ber-
dasarkan sebuah peneli� an, gempa bumi di Indonesia 
yang masuk kategori merusak terjadi dalam rentang 5,6 
bulan sekali. Sementara fenomena tsunami terjadi seki-
tar 1,6 tahun sekali. 

Namun demikian, dia melanjutkan fenomena alam ini 
� dak serta merta bisa disalahkan atas kerusakan yang 
di� mbulkannya. Menurutnya, ada peran besar manusia 
dalam mengan� sipasi dan mi� gasi ancaman, yang akan 
menentukan seberapa besar kerugian akibat peris� wa 
alam tersebut. 

"Ak� vitas alam atau yang saya sebut sebagai nafas 
bumi memang sudah seper�  itu sejak dahulu. Ancaman 
berubah menjadi bencana adalah karena ulah manusia 
sendiri yang jadi faktor penentunya, secara umum se-
per�  itu," katanya. 

Dia mencontohkan bangunan yang � dak layak sehing-
ga langsung rusak hanya dengan gempa berskala kecil. 
Selain itu, sistem peringatan dini yang masih perlu diop-
� malkan, sehingga bisa meminimalisir kerusakan pada 
se� ap ancaman bencana. 

UPAYA MITIGASI
Oleh sebab itu, dia mendorong agar pemerintah pu-

sat dan daerah untuk ak� f melakukan kajian risiko ben-
cana di berbagai wilayah. Riset ilmiah ini diperlukan un-
tuk menentukan langkah dan upaya mi� gasi yang tepat 
terhadap semua skenario potensi bencana termasuk 
gempa, tsunami, erosi pantai, dan lainnya. 

Adapun, Yusuf menuturkan bahwa pemerintah dalam 
hal ini KKP telah melakukan sejumlah upaya fi sik dan 
nonfi sik dalam rangka kesiapsiagaan dan mi� gasi ben-
cana di wilayah pesisir. 

Upaya fi sik atau struktur dilakukan dengan pembuat-
an bangunan tahan gempa di sejumlah desa tepi laut. 
Selain itu, dibangun penahan tsunami alami di sejumlah 
desa rentan, yang penentuannya didasarkan pada Peta 
Indeks Risiko Bencana Indonesia. 

"Sekarang ini kami ada fokus pada vegetasi pantai di 
wilayah selatan Jawa dan barat Sumatra untuk membu-
at penahan alami misal dengan mangrove. Selain itu, 
kami juga fokus pada pengembangan kawasan pesisir 
tangguh dalam siap siaga bencana," katanya. 

Adapun, upaya nonfi sik dilakukan dengan program 
penyadartahuan kepada masyarakat pesisir tentang po-
tensi dan tata cara pelaksanaan mi� gasi bencana. Me-
nurutnya, masyarakat sudah mengetahui tentang hal ini 
tapi masih perlu terus dilakukan sosialisasi, khususnya di 
wilayah paling rawan. 

Koordinator Bidang Mi� gasi Gempa Bumi dan Tsuna-
mi BMKG Daryono juga mengatakan bahwa masyarakat 
pesisir di wilayah rawan bencana tsunami perlu mem-
budayakan evakuasi mandiri agar selamat dari bencana 
alam yang mengintai. 

Dia melanjutkan guncangan gempa kuat sebagai salah 
satu faktor utama terjadinya banjir besar dan tsunami 
bisa menjadi indikasi warga untuk menyelematkan diri, 
tanpa perlu menunggu peringatan dini tsunami dari pe-
mangku kepen� ngan setempat. 

Menurutnya, pen� ng bagi pemerintah daerah setem-
pat besar dengan stakholder terkait, termasuk akade-
misi, lembaga, dan masyarakat untuk memiliki rencana 
dan peta evakuasi yang dilengkapi jalur hingga rambu 
untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mi� gasi benca-
na yang baik.  

Sebagai negara 
kepulauan, ada banyak 
kehidupan di wilayah 
pesisir atau tepi laut 
Indonesia. Di satu sisi, hal 
ini merupakan berkah 
dengan sumber daya alam 
yang melimpah. Namun di 
sisi lain, terdapat ancaman 
bencana alam di baliknya.

SYAIFUL MILLAH
redaksi@bisnis.com

Waspada Petaka Pesisir 

Kenaikan Permukaan Laut 
Sea level rise adalah fenomena naiknya permukaan laut 
yang disebabkan oleh banyak faktor kompleks, termasuk 

Undang-Undang : 
UU 24/2007 tentang Penanggulangan 
Bencana 
UU 27/2007 tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
UU 32/2014 tentang Kelautan 
 
Peraturan Pemerintah : 
PP 21/2008 tentang Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
 
Peraturan Presiden : 
Perpres 51/2016 tentang Sampadan 
Pantai 
Perpres 93/2019 tentang Penguatan dan 
Pengembangan Sistem Informasi Gempa 
Bumi dan Peringatan Dini Tsunami 

Aturan Terkait 
Bencana Pesisir 

Penyediaan sistem peringatan dini 
Penggunaan bangunan peredam tsunami 
Penyediaan fasilitas penyelamatan diri
Penggunaan konstruksi bangunan ramah bencana 
Penyediaan prasarana dan sarana kesehatan 
Vegetasi pantai 
Pengelolaan ekosistem pesisir 
 

Penyusunan peraturan perundang-undangan 
Penyusunan peta lawan bencana 
Penyusunan peta risiko bencana 
Penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan 
Penyusunan tata ruang 
Pendidikan, penyuluhan, dan penyadaran masyarakat 

BENCANA DI WILAYAH PESISIR 
Tsunami 
Tsunami merupakan gelombang air besar yang diakibatkan oleh 

Rob 
Rob adalah banjir yang disebabkan oleh air laut pasang yang 

Abrasi 
Abrasi adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh 
tenaga gelombang laut dan arus pasang surut laut yang bersifat 

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, berbagai sumber diolah 



Permasalahan banjir di Ja-
karta seakan tak berujung. 
Se� ap tahun Ibu Kota ru� n 
terendam. Pemerintah pusat 
dan provinsi tak hen�  mela-
kukan berbagai upaya, tetapi 
banjir masih saja terjadi. 

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cili-
wung dan Cisadane (BBWSCC) Bambang 
Hari Mulyono mengatakan untuk menang-
gulangi banjir di Jabodetabek, pihaknya 
melakukan penanganan secara menyeluruh 
mulai dari hulu, tengah, hingga ke hilir.

Pada bagian hulu dimulai dengan pena-
naman pohon, pembangunan bendungan, 
check dam, hingga pembangunan situ dan 
embung. “Tujuannya untuk menahan sela-
ma mungkin air dan curah hujan yang turun 
pada bagian atas, harapannya bisa menjadi 
recharge terhadap air tanah dan mata air 
yang ada."

Adapun di bagian tengah, pihaknya mem-
bangun situ atau embung, kolam retensi, 
sumur, dan normalisasi sungai.

Bambang mengatakan untuk proses pem-
bangunan sumur resapan, BBWSCC  meng-
ajak serta pemerintah daerah di wilayah 
bagian tengah seper�  Bogor, Depok, dan Ja-
karta Selatan untuk ikut membangun sumur 
resapan.

Sementara itu, di bagian hilir telah dila-
kukan proses normalisasi sungai dan pem-
bangunan tanggul. “Untuk di bagian hilir ini 
kami secepatnya alirkan ke laut, kalau pun 
� dak bisa ke laut maka kami bangun polder-
polder yang berfungsi untuk menampung 
air lalu di pompa ke laut,” tuturnya.

Selain itu, BBWS CC juga membangun 
tanggul-tanggul pantai, mengingat di bagian 
utara Jakarta telah terjadi penurunan per-
mukaan tanah secara signifi kan. Khususnya 
di daerah pantai sebelah utara yakni antara 
7 hingga 14 cm per tahun.

“Mau enggak mau saat ini kami juga 
membangun tanggul pantai untuk mena-
han supaya air laut � dak masuk ke daratan, 
yang tentunya juga dilengkapi dengan pol-
der dan pompa,” ujarnya. 

Lebih lanjut dia menuturkan, sepanjang 
2015 hingga 2020, pihaknya telah melaku-
kan berbagai upaya mulai dari normalisasi 
sungai-sungai di Ciliwung, Pesanggrahan, 
Angke, Sunter, dan lain sebagainya. Penge-
rukan kanal banjir barat termasuk di daerah 
Muara, membangun Polder Kalima� , da re-
vitalisasi situ-situ.

Sementara itu, proyek pengendali banjir 
yang saat ini tengah dilakukan, yakni mem-
bangun Bendungan Kering Ciawi dan Suka-
mahi yang hingga saat ini progres konstruksi 
Bendungan Ciawi mencapai 81,64%, kemu-
dian  Bendungan Sukamahi 70,02%. Kedu-
anya diharapka rampung pada semester II 
sebelum musim hujan akhir 2021.

“Bendungan Kering Ciawi dan Sukamahi 
ini berfungsi mengendalikan banjir sehingga 
dapat menurunkan puncak banjir sebesar 
30% di lokasi dari debit banjir 365 meter ku-

bik per de� k menjadi 253 meter kubik 
per de� k sehingga ke� ka sampai di 

Pintu Air Manggarai, banjir teredam sekitar 
12%,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga melakukan revi-
talisasi situ yang bertujuan menampung air 
saat hujan. Jadi air tersebut ditampung dulu 
dan dialirkan pelan-pelan setelah hujan se-
lesai.

Selanjutnya, juga telah dibangun Stasiun 
Pompa Ancol Sen� ong yang bertujuan me-
ngendalikan muka air di Sungai Sen� ong de-
ngan kapasitas pompa 50 meter kubik per 
de� k.

Dengan adanya pompa tersebut akan me-
lindungi beberapa daerah dari banjir seper�  
Kemayoran, Pademangan, dan Tanjung Pri-
ok sehingga wilayah tesebut � dak terpenga-
ruh oleh pasang surut permukaan air laut.

“Kami juga sedang mengendalikan banjir 
di sejumlah sungai seper�  sungai Sunter, Ci-
liwung, Kali Cakung, dan Cisadane. Namun 
untuk Cisadane baru spot-spot karena be-
lum ada perencanaan menyeluruh, mudah-
mudahan tahun depan bisa ada rencana 
menyeluruh dari hulu ke hilir di Sungai Cisa-
dane ini,” tuturnya.

Adapun untuk pembangunan pengaman 
pantai, pihaknya menjalin kerja sama de-
ngan Pemprov DKI. Menurutnya, dari 33 
km yang harus ditangani, 11 km ditangani 
Kemen PUPR di mana 3,4 km diantaranya 
sedang berjalan, sedangkan 22 km lainnya 
ditangani Pemprov DKI Jakarta.

 Selain itu pihaknya juga telah melanjut-
kan pembangunan Sudetan Kali Ciliwung 
yang saat ini sudah terbangun di bagian hilir 
sepanjang 600 meter, sedangkan di bagian 
hulu masih ada persoalan lahan yang diha-
rapkan pada Mei atau Juni proyek tersebut 
dapat dilanjutkan.

“Saat ini proses inventarisasi dan pengu-
kuran bidang. Proses lelang sduah dimulai 
dan diharapkan Mei atau Juni sudah kontrak 
sehingga bisa lanjutkan pekerjaan Sudetan 
ini, 2 tahun selesai sehingga akan bantu me-
ngurangi beban yang masuk ke Kanal Banjir 
Timur,” ujarnya.

DAYA DUKUNG
Terpisah, Sekretaris Dinas sumber Daya 

Air Provinsi DKI Jakarta, Dudi Gardesi me-
ngatakan salah satu penyebab DKI Jakarta 
rawan banjir karena sekitar 40% wilayah ibu 
kota terletak di daratan rendah dengan ke-
� nggian rata-rata di bawah permukaan air 

laut.
Ditambah lagi, sebanyak 13 sungai ber-

muara di Teluk jakarta dan secara geomor-
fologi wilayah Jakarta merupakan bentukan 
hasil proses fl uvial dan terletak di bagian 
Utara Pulau Jawa.

Di samping itu, daya dukung lingkungan 
Jakarta juga menjadi salah satu penyebab 
terjadinya banjir yakni adanya penurunan 
tanah di beberapa daerah. Menurutnya, 
penurunan muka tanah (land subsidence) 
mempengaruhi kinerja pompa pengendali 
banjir.

“Banjir juga dipicu oleh hujan ekstrem 
merata di seluruh wilayah Jabodetabek. 
Akan lebih diperparah jika terjadi hujan le-
bat dari daerah hulu dan muka air laut da-
lam kondisi � nggi (pasang),” ujarnya.

Diakui olehnya sejak kejadian banjir yang 
melanda pada Februari 2021 lalu, pihak 
pemprov DKI Jakarta akan segera melaku-
kan berbagai upaya secara cepat, yakni me-
nyiagakan sarana dan prasarana banjir. 

Kemudian, menurunkan elevasi muka 
air waduk, melakuka pengerukan dan pe-
meliharaan saluran untuk mengop� mal-
kan kapasitasnya, mempercepat perbaikan 
pompa-pompa yang rusak, serta memper-
baiki tanggul atau turap yang rusak akibat 
banji melalui penanganan darurat maupun 
permanen.

Adapun rencana jangka panjang, Dinas 
SDA menyiapkan sejumlah program, anta-
ra lain program grebek lumpur yang pada 
2020 telah mengeruk sedimen dengan total 
volume mencapai 800.000 meter kubik.

“Kami telah melakukan pengerukan di 
Waduk Pluit, Waduk Teluk Gong, pengeruk-
an Kali Bukit Gading Raya, dan penerukan 
Kali Maja,” tuturnya.

Selain itu pihaknya juga telah memba-
ngun sumur resapan dengan progress pem-
bangunan yang hingga 1 Januari telah ter-
bangun 2.986 � � k di 782 lokasi yang dapat 
digunakan untuk mengatasi genangan atau 
hujan lokal. Terbagi di Jakarta Utara 35 � � k, 
Jakarta Pusat 525 � � k, Jakarta Barat 410 � -
� k, Jakarta Timur 865 � � k, Jakarta Selatan 
1.007 � � k, dan Kepulauan Seribu 132 � � k.

Adapun untuk rencana pembangunan 
ke depan, Dinas SDA DKI Jakarta akan me-
nyiapkan pembangunan atau rehabilitasi 
sistem polder dan pompa di 9 lokasi. Serta 
pembangunan waduk, situ, dan embung 
yang bertujuan mengurangi debit banjir di 
sejumlah wilayah.

Pihaknya juga akan segera meningkatkan 
kapasitas kali, sungai, dan saluran dengan 
membuat sodetan Kali Ancol, Sodetan Mu-
ara Kali Ciliwung, pentaan Kali Ciliwung Hilir, 
pembangunan Kali Besar hingga pemba-
ngunan saluran drainase kawasan Atmajaya 
dan Balai Kar� ni.  
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Penanganan banjir di Jakarta tidak 
bisa dilaksanakan secara parsial, 
melainkan menyeluruh ke wilayah 
penyangga (Bogor, Depok, Tangerang, 
Bekasi). Selain hilangnya fungsi resapan 
dan penyempitan sungai di ibu kota, 
kegagalan pengendalian banjir di area 
penyokong menjadi faktor tambahan.

DEWI ANDRIANI
dewi.andriani@bisnis.com

Rekapitulasi Rencana Aksi Penanggulangan Banjir dan Longsor kawasan Jabodetabekpunjur 2020-2024
1. Penanganan Hulu

1 Koordinasi dan Sinkronisasi Regulasi dan Kelembagaan Rp51,96 miliar
2 Mencegah dan Mengurangi Risiko Penataan ruang dan bangunan, pengurangan bahaya Rp291,1 miliar
3 Mengendalikan dan melindungi Pembangunan infrastruktur dan pengendalian penurunan tanah Rp4,98 triliun
4 Meningkatkan kesiapsiagaan Penguatan Manajemen krisis Rp55 miliar
  TOTAL   Rp5,377 triliun
2. Penanganan Tengah

1 Koordinasi dan Sinkronisasi Regulasi dan Kelembagaan Rp34,88miliar
2 Mencegah dan Mengurangi Risiko Penataan ruang dan bangunan, pengurangan bahaya Rp942,9 miliar
3 Mengendalikan dan melindungi Pembangunan infrastruktur dan pengendalian penurunan tanah Rp7,38 triliun
4 Meningkatkan kesiapsiagaan Penguatan Manajemen krisis dan peringatan dini banjir Rp91,82 miliar
  TOTAL   Rp8,45triliun
3. Penanganan Hilir

1 Koordinasi dan Sinkronisasi Regulasi dan Kelembagaan Rp448,3 miliar
2 Mencegah dan Mengurangi Risiko Penataan ruang dan bangunan, pengurangan bahaya Rp5,65 triliun
 3 Mengendalikan dan melindungi Pembangunan infrastruktur dan pengendalian penurunan tanah Rp15,8 triliun
4 Meningkatkan kesiapsiagaan Penguatan Manajemen krisis dan peringatan dini banjir Rp226,1 miliar
  TOTAL   Rp22,13 triliun
 TOTAL PENANGANAN HULU, TENGAH, DAN HILIR                                                         Rp39,95 triliun

• Normalisasi sungai
•  Tanggul
• Sedimen trap
•  Sudetan

• Situ Embung
•  Kolam Referensi
•  Sumur
• Normalisasi Sungai

• Reboisasi
• Bendungan
•  Dam penahan
•  Situ embung

•  Kanal
•  Pompa dan Polder
•   Rumah Pompa
•  Tanggul pantai

Hi
lir

Sumber : Bahan presentasi BBWS Ciliwung Cisadane

Penanggulangan Banjir Jabodetabek

Hu
lu

Te
ng

ah

Sumber : Dinas SDA DKI Jakata

Pengendalian Banjir DKI Jakarta

Rencana Pembangunan/Rehabilitasi
 Sistem Polder

1. Waduk Brigif (Luas 10,33 Ha)  
Mengurangi debit banjir  Kali Krukut sebesar 23,17 m3/s  
(reduksi 29%)

2. Waduk Pondok Ranggon (Luas 11,55 Ha) 
Mengurangi debit banjir kali sunter (reduksi 20%)

3. Waduk Lebak Bulus (Luas 3,83 Ha) 
Mengurangi debit banjir Kali Grogol sebesar 9,85 m3/s 
(reduksi 11%)

4. Embung Wirajasa (Luas 0,81 Ha) 
Mengurangi debit air Kali Sunter dan sebagai daerah 
resapan air sebagai ruang publik

Polder Muara Angke (kapasitas 6m3/det) 
Daerah Layanan 130 Ha
Polder Kelapa Gading 
(kapasitas 7,5 m3 3/det) 
Daerah Layanan 764 Ha

Polder Teluk Gong (kapasitas 3 m3/det) 
Daerah Layanan 151 Ha

Polder Green Garden (kapasitas 4,5 m3/det) 
Daerah Layanan 246,8 Ha

Polder Kamal (kapasitas 34 m3/det) 
Daerah Layanan 1821 Ha

Sub Polder Marunda (JGC-Metland System) 
(kapasitas 6 m3/det) 
Daerah Layanan  745 Ha

Polder Polomas (kapasitas 11,25 m3/det) 
Daerah Layanan 675 Ha

Polder Mangga Dua (kapasitas 3 m3/det) 
Daerah Layanan 156,5 Ha

Pompa Adhiyaksa dan Tipala (kapasitas 3 m3/det) 

Rencana Peningkatan Kapasitas Kali/Sungai/Saluran
No. Lokasi  Tujuan

2 Pembangunan Sodetan Muara Kali Ciliwung Segmen Museum Bahari Jakarta Utara Sebagai Long Storage dan sarana rekreasi masyarakat di sekitar Museum Bahari

dari Jakarta
Usir Banjir
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Namun, se� ap berkah pas�  diiringi 
dengan ujian, begitupun Indone-
sia. Di tengah kekayaannya yang 
melimpah ruah, mengintai di ba-
liknya bencana yang siap mener-
kam. Baik itu yang disebabkan 
oleh ulah manusia karena lalai 

menjaga alamnya, maupun bencana yang disebab-
kan oleh alam itu sendiri.

Secara geografi s Indonesia terletak di khatulis� wa, 
di antara Benua Asia dan Australia serta di antara Sa-
mudra Pasifi k dan Hindia. Ditambah lagi berada pada 
pertemuan � ga lempeng tektonik utama dunia. Se-
lain itu Indonesia dijuluki Ring of Fire sebab memiliki 
129 gunung api ak� f. 

Juga posisi Indonesia yang berada di wilayah tropis 

dengan bentuk negara kepulauan sehingga meng-
hadapi potensi bencana alam seper�  hujan ekstrim, 
banjir, tanah longsor, kekeringan, angin pu� ng beli-
ung dan lainnya.

Masih nyata dalam ingatan bencana alam dasyat 
meluluh lantahkan Serambi Mekah di ujung Pulau 
Sumatera pada 2004 silam. Gempa berkekuatan 9,3 
skala richter mengguncang Aceh dan sekitarnya  di-
susul gelombang tsunami yang diperkirakan memiliki 
ke� nggian 30 meter berkecepatan mencapai 100 
meter per de� k, atau 360 kilometer per jam. Jumlah 
korban dari peris� wa alam tersebut disebut men-
capai 230.000 jiwa. Gempa ini pun disebut sebagai 
gempa besar ke-5 dalam sejarah.

Berkaca dari pengalaman gempa bumi disusul 
tsunami di Aceh pada 2004, Pemerintah Indonesia 
menyadari bahwa bencana harus ditangani secara 
serius. Pen� ng membangun sistem penanggulang-
an bencana untuk menghadapi ancaman bencana. 
Sehingga pemerintah telah mengesahkan Undang-
undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggu-
langan Bencana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 
menjadi lembaga pemerintah di � ngkat pusat seba-
gai pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penang-
gulangan bencana secara terencana, terpadu dan 
menyeluruh. Penyelenggaraan Penanggulangan Ben-
cana dibagi menjadi 3 tahap yaitu prabencana, tang-
gap darurat dan pascabencana. 

Keberadaan lembaga penanggulangan bencana 
mutlak dimiliki mengingat Indonesia merupakan ne-
gara yang rentan terjadi bencana. Dengan perenca-
naan dan aturan yang jelas diharapkan masyarakat 
akan lebih tanggap dari acaman yang akan terjadi 
pada masa depan.  
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Bersiap
Hadapi Musibah

Hijaunya hutan dan 
birunya lautan menjadi 
salah satu gambaran 
kekayaan Indonesia. 
Negeri yang dikenal 
dengan sebutan 
jamrud katulistiwa ini, 
menyimpan sejuta 
berkah yang dapat 
dimanfaatkan oleh 
segenap rakyatnya. 

ABDURACHMAN
redaksi@bisnis.com

Bisnis/Paulus Tandi Bone

Bisnis/Paulus Tandi Bone

Bisnis/Paulus Tandi Bone Bisnis/Nurul Hidayat

Bisnis/Rachman Bisnis/Arief Hermawan P.

Bisnis/Yayus Yuswoprihanto


